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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Skripsi ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG UPAH PROSES STUDI 
KASUS PUTUSAN NOMOR 01/G/2013/PHI.YK. ANTARA ABDUL JALIL 
MELAWAN HOTEL OGH”. Latar belakang penulisan skripsi ini berkaitan dengan 
keinginan penulis untuk menganalisis adanya keadilan bermartabat yang tercermin dalam 
disenting opinioin di Putusan Mahkamah Agung yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap, serta menganalisis pola pandang hakim yang majority opinion dan minority opinion 
saat memutus perkara perdata.  
Penulisan pada Bab I akan menguraikan mengenai latar belakang masalah dan 
gambaran umum mengenai disending opinion, rumusan masalah, tujuan penelitian, 
manfaat penelitian, dan metode penelitian. Bab II akan menguraikan tentang pembahasan, 
Bab ini akan membahas apa itu upah proses secara lebih jelas lagi. Serta pembahasan 
mengenai hasil penelitian yang menguraikan analisis prinsip keadilan yang bermartabat, 
dalam putusan nomor 01/g/2013/phi.yk. Selanjutnya dalam Bab III adalah berisi 
mengenai kesimpulan yang menjawab rumusan masalah yang ada didalam penulisan 
skripsi ini beserta saran yang juga sudah penulis uraikan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
 
 
Praktik hukum ketenagakerjaan khususnya dalam hal perselisihan pemutusan 
hubungan kerja yang saat ini diterapkan para praktisi, baik pihak pengusaha, pekerja, 
pemerintah (mediator) dan hakim dalam melakukan penyelesaian perselisihan pemutusan 
hubungan kerja (PHK), sesungguhnya telah sesuai sesuai dengan peraturan perundang 
undangan. Dengan menempuh  proses hukum perundingan bipartit, mediasi dan 
pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Dalam praktik apabila 
ditemukan bukti pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan maka pengusaha akan 
mengundang karyawan untuk melakukan perundingan bipartit. Dalam hal tidak tercapai 
kesepakatan maka dikeluarkan surat skorsing. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
menghindari adanya perbuatan berlanjut seperti menghilangkan dokumen atau untuk 
memberikan ruang yang cukup bagi karyawan dalam menjalani proses hukum. Tindakan 
skorsing diperbolehkan oleh undang-undang, asalkan tetap membayarkan upah beserta 
hak-hak lain yang biasa diterima oleh pekerja/buruh. Hal tersebut diatur dalam ketentuan 
Pasal 155 ayat (3) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi ketentuan 
pasal tersebut tidak menjelaskan sampai kapan upah beserta hak-hak lain harus tetap 
dibayarkan oleh pengusaha kepada karyawan yang sedang diskorsing. Oleh karena 
tindakan skorsing yang diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, 
merupakan penyimpangan dari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, maka 
perlu dikaji isi ketentuan yang berbunyi, sebagai berikut:Selama putusan lembaga 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha 
maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Ketentuan yang 
berbunyi “Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum 
ditetapkan” oleh para praktisi ditasfirkan sebagai putusan Pengadilan Hubungan 
Industrial, sehingga setelah majelis hakim membacakan putusan, maka hubungan kerja 
telah berakhir, termasuk hak dan kewajiban dari pengusaha dan pekerja. Dasar pemikiran 
tersebut telah diterapkan dalam praktik hukum ketenagakerjaan untuk dasar melakukan 
pembayaran upah skorsing atau sering disebut sebagai upah proses, sehingga pengusaha 
hanya akan membayarkan upah skorsing atau upah proses sampai dengan putusan 
Pengadilan Hubungan Industrial. 
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